OPD

Lembar : 1

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

TAHUN ANGGARAN : 2019

PROGRAM Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE

PROGRAM .

ANALISA 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
SITUASI

a. Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,
mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan
pendekatan top-down, bottom-up, teknokratik, politis, aspiratif.

b. Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom-up
dan aspiratif

¢. Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2017 dan 2018 porsi terkait dengan isu-isu
gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga
miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB |V dan BAB
V.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
Akses
- Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat
- Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala
daerah
- Informasi pelaksanaan Musrenbang minim

Partisipasi
- Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif
untuk seluruh komponen yang diundang.

Kontrol
- Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan
dokumen perencanaan

Manfaat
- Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan
top down dan politik.

b. Penyebab Internal

- Pengelola kegiatan belum responsif gender

- Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada
komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan

- Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan
kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang
dibahas

- Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru
diluar Renstra tidak di perbolehkan

c. Penyebab Eksternal

- Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk
dihubungi

- Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari
pada substansi pembahasan

- Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim

- Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan

- Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas
pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah

- Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk
didukung oleh pengganggaran yang maksimal

- Doamain nnlitik Aalam nanuviieiinan nanrnancacsnaran lahih dAaminan
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CAPAIAN 1. Tolok Ukur
PROGRAM - Jumlah OPD yang memiliki dokumen Gander Analysis Pathway (GAP) dan
Gender Budget Statement (GBS)

2. Indikator dan Target Kinerja
- Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2020 yang Responsif Gender

JUMLAH Rp 241.457.000
ANGGARAN
PROGRAM

RENCANA AKSI| Kegiatan | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Masukan|Rp 241.457.000,-

Keluaran | Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD
Tahun 2019

Hasil Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/
kecamatan ke dalam ke dalam dokumen RKPD 2020
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